BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 222 [KPTS/DISDIK/MRU /2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEF.OLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BELANI

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang :a. tahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri Belani merus
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kelas Jauh dari Sekolah Menengzh Pertamz Negeri
Teluk;
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tahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas

serta kemandirian proses kegiatan belajar men

iar Sckolzh

Menengah Pertama WNegeri Belani periu memberikan Izis

Operasional Sekolah Menengah Pertzama Negerl Belani:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputus=n
Bupati Musi Rawas Utara;

Mengingat

Jndang-Undang Nomor 20 Tzhun 2002 teniang Sisiem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republix Indonesiz
Tahun 2003 Nomor 7;8, Tambahan Lembaran Negarz Republik
Indonesia Nomor 4301};

Jndang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 112,
“Jambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nemor 5429);
lJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
1Daerah (Lembzran Negara Republik Indonesiza Tahun 2012
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Womor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ieniang
PPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
jentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

=




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Feraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 lentang Wajib

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863),;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2008 Nomor 91);

6. ’eraturan Daerah Kabupaten Musi
Frahun 2016

Rawas Utara Nomor 3
tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat
Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
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Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4

Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

: Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah

Pertama Negeri Belani Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir.
: ekolah Menengah Pertama Negeri Belani, sebagaimana
(limaksud dalam diktum KESATU, mempunyai

niebagai berikut:

kewajiban

i.. memenuhi Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah;

). dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus
mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan
kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh
pemerintah; dan

. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
secara berkala kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui

Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara,

: 3ekolah Menengah Pertama Negeri Belani sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut izin
Dperasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat
melaksanakan/memenuhi  kewajibannya sebagai lembaga

pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
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BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 32¢ /KPTS/DISDIK/MRU /2019

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BELANI

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sekolah Menengah

Pertama Negeri Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi
Hawas Utara Nomor : 422 /133 /SMPN-BT/RI/2019 tanggal 2
-anuari 2019 tentang permohonan Izin Pendirian Sekolah
Menengah Pertama, perlu diberikan persetujuan pendirian
fiekolah Menengah Pertama Negeri Belani;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

(lalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
[Musi Rawas Utara;

Mengingat :1. UUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia
“ahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. lUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Ilabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
.12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
WA29);

3. lUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
ilengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Zerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014
rentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

_U'\

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
3elajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Homor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Homor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
"Tahun 2008 Nomor 91};
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36

“ahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

DJaerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah

{abupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

Yeraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4

Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di

{abupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Viusi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama

Negeri Belani dengan Keterangan Sekolah sebagai berikut:

a. Nama Sekolah : SMP Negeri Belani

b. Alamat Sekolah : Jalan H. Devi Suhartoni Desa Belani

Kecamatan Rawas Ilir

c. Jumlah Ruang : 3 ruang

d. Jumlah Siswa : 163 Orang

Pe "setujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMP Negeri . Belani yang bersangkutan harus memenuhi
syarat melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai
jenis dan jenjang sekolah;

2. SMP Negeri Belani yang bersangkutan harus melengkapi
persyaratan teknis edukatif dan administrative sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
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SMP Negeri Belani yang bersangkutan harus melaporkan
keadaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara secara berkala.
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